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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 

 

 

 

 

 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai 

informasi laporan keuangan secara luas tidak  terbatas hanya untuk pembaca tertentu. 

Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat 

mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari 

kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan 

yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan 

keuangan. 

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan 

keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi 

kesalahpahaman  dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa 

dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan 

pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan 

keuangan  manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. 

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan 

akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari 

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. 

 

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil 

operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

membuat dan mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

b. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas atas sumber daya dengan: 

I.  P E N D A H U L U A N 
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1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan 

ekuitas pemerintah daerah; 

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah; 

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya. 

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya. 

 

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

a. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 1950   tentang   Pembentukan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  9); 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4048); 

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
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f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  

Tanggung  Jawab  Keuangan   Negara   (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272);  

u. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

v. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

w. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 
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y. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2020 Nomor 10);  

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

ff. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi; 

gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah;  

hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun 

Standar; 

ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

3. SISTEMATIKA 

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos 

yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. 

CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan 

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut. 
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2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2021 sebagai berikut. 

a. BELANJA DAERAH 

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah daerah.  

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 

Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak 

langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja 

langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan.  

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana 

tabel berikut: 

 

Tabel 01 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021 

No Jenis Belanja Anggaran Realisasi % Sisa Anggaran 

1 
Belanja 

Operasi 

4.911.288.004,00 4.784.377.815,00 97,42 126.910.189,00 

2 Belanja Modal 126.341.338,00 126.268.000,00 99,94 73.338,00 

 

Jumlah Belanja 5.037.629.342,00 4.910.645.815,00 97,48 126.983.527,00 

 

Pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten 

Lumajang tahun 2021, mencapai Rp4.910.645.815,00 atau sebesar 97,48% 

dari anggaran sebesar Rp5.037.629.342,00. 

 

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir 

sebagaimana Tabel berikut. 

 

Tabel 02 Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021 

No Belanja 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Belanja Pegawai 1.268.452.925,00 3.225.928.476,00  3.990.212.867,00 4.240.520.026,00 3.818.218.985,00 

2 Belanja Barang 2.072.404.340,00 2.596.718.077,00 2.755.006.207, 00 1.403.136.208,40 966.158.830,00 

3 Belanja Modal 31.781.000,00 203.550.000,00     195.519.500,00  26.400.000,00  126.268.000,00 

 Jumlah 3.372.638.265,00 6.026.196.553,00  6.940.738.574,00  5.670.056.234,40 4.910.645.815,00 

 % Kenaikan  78,68 15,18 (18,31) (13,39) 

 

II. IKHTISAR  PENCAPAIAN  KINERJA  KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG 
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Tahun 2018 realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 78,68% dari 

tahun 2017 disebabkan realisasi belanja tambahan penghasilan berupa 

tunjangan uang makan PNS dan belanja modal peralatan dan mesin, tahun 

2019 meningkat 15,18% dari tahun 2018 disebabkan adanya belanja tambahan 

penghasilan PNS berdasarkan beban kerja (TPP). Realisasi belanja tahun 

2020 mengalami penurunan 18,31% disebabkan adanya refocussing anggaran 

dalam rangka penanganan covid-19, namun demikian belanja gaji pokok PNS/ 

uang representasi dan belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban 

kerja (TPP) meningkat dari tahun 2019 karena adanya gaji PNS baru pada 

Inspektorat Daerah yang tidak lagi dikelola oleh PPKD selaku BUD. Adapun 

tahun 2021 realisasi belanja juga menurun 13,39% karena adanya refocussing 

anggaran dalam rangka penanganan covid-19 dan kegiatan vaksinasi. 

 

2.2.  IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM 

Realisasi  kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai 

berikut : 

 

Tabel 03 Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 

Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai - -   

-    Belanja Barang & Jasa 964.000,00 964.000,00   

-    Belanja Modal - -   

Jumlah Sub Kegiatan 1 964.000,00 964.000,00   

Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai - -   

-    Belanja Barang & Jasa 1.670.000,00 1.670.000,00   

-    Belanja Modal - -   

Jumlah Sub Kegiatan 2 1.670.000,00 1.670.000,00   

Sub Kegiatan 3 
: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar  

   Realisasi Kiner SKPD 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai - -   

-    Belanja Barang & Jasa 991.000,00 991.000,00   

-    Belanja Modal - -   

Jumlah Sub Kegiatan 3 991.000,00 991.000,00   

Sub Kegiatan 4 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai           -                            -    

-    Belanja Barang & Jasa               2.034.000,00           2.034.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                  -    

Jumlah Sub Kegiatan 4 2.034.000,00               2.034.000,00    

  

  



 

 

17 
 

Sub Kegiatan 5 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai        3.837.816.303,00  3.813.832.633,00   

-    Belanja Barang & Jasa                                  -                                    -    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 5        3.837.816.303,00         3.813.832.633,00   

Sub Kegiatan 6 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai               4.386.352,00                4.386.352,00    

-    Belanja Barang & Jasa               2.160.000,00                2.160.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 6               6.546.352,00                6.546.352,00    

Sub Kegiatan 7 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai               2.072.000,00                2.072.000,00    

-    Belanja Barang & Jasa                                  -                                    -    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 7               2.072.000,00                2.072.000,00    

Sub Kegiatan 8 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/  

    Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa                  851.000,00                   851.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 8                  851.000,00                   851.000,00    

Sub Kegiatan 9 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             13.168.000,00              13.150.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 9             13.168.000,00              13.150.000,00   

Sub Kegiatan 10 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa               5.086.400,00                5.086.400,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 10               5.086.400,00                5.086.400,00    

Sub Kegiatan 11 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa           102.509.260,00            101.974.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 11           102.509.260,00            101.974.000,00    

Sub Kegiatan 12 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             10.911.780,00              10.911.780,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 12             10.911.780,00              10.911.780,00    

Sub Kegiatan 13 : Penyediaan Bahan/Material 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             25.694.000,00              25.245.011,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 13             25.694.000,00              25.245.011,00    
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Sub Kegiatan 14 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa           154.695.000,00            153.583.732,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 14           154.695.000,00            153.583.732,00    

Sub Kegiatan 15 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa                    24.000,00                     24.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 15                    24.000,00                     24.000,00    

Sub Kegiatan 16 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             58.081.600,00              56.378.621,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 16             58.081.600,00              56.378.621,00    

Sub Kegiatan 17 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa           154.725.000,00            151.353.805,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 17           154.725.000,00            151.353.805,00    

Sub Kegiatan 18 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan  

  Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             80.495.309,00              73.773.981,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 18             80.495.309,00              73.773.981,00    

Sub Kegiatan 19 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             27.505.000,00              22.210.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 19             27.505.000,00              22.210.000,00    

Sub Kegiatan 20 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa           126.341.338,00            126.268.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 20           126.341.338,00            126.268.000,00    

Jumlah Program 1    4.612.181.342,00  4.568.920.315,00   

 

Program 2 : Program Penyelenggaraan Pengawasan 

Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             36.337.000,00              31.212.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 1             36.337.000,00              31.212.000,00    

Sub Kegiatan 2 : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    
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-    Belanja Barang & Jasa             21.776.000,00              21.757.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 2             21.776.000,00              21.757.000,00    

Sub Kegiatan 3 : Reviu Laporan Kinerja 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa               7.200.000,00                7.200.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 3               7.200.000,00                7.200.000,00    

Sub Kegiatan 4 : Reviu Laporan Keuangan 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             10.800.000,00              10.800.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 4             10.800.000,00              10.800.000,00    

Sub Kegiatan 5 : Pengawasan Desa 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             52.560.000,00              52.480.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 5             52.560.000,00              52.480.000,00    

Sub Kegiatan 6 : Kerjasama Pengawasan Internal 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             33.862.000,00              31.379.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 6             33.862.000,00              31.379.000,00    

Sub Kegiatan 7 : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa               1.875.000,00                   900.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 7               1.875.000,00                   900.000,00    

Sub Kegiatan 8 : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa           101.585.000,00              83.756.500,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 8           101.585.000,00              83.756.500,00    

Jumlah Program 2       265.995.000,00         239.484.500,00    

 

Program 3 : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

Sub Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             13.086.000,00                   596.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 1             13.086.000,00                   596.000,00    

Sub Kegiatan 2 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             16.950.000,00                8.425.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 2             16.950.000,00                8.425.000,00    
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Sub Kegiatan 3 : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa               1.342.000,00                1.337.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 3               1.342.000,00                1.337.000,00    

Sub Kegiatan 4 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa               9.150.000,00                8.283.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 4               9.150.000,00                8.283.000,00    

Sub Kegiatan 5 : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 

    Pemberantasan Korupsi 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa           105.845.000,00              70.825.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 5           105.845.000,00              70.825.000,00    

Sub Kegiatan 6 : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Keterangan 

-    Belanja Pegawai                                  -                                    -    

-    Belanja Barang & Jasa             13.080.000,00              12.775.000,00    

-    Belanja Modal                                  -                                    -    

Jumlah Sub Kegiatan 6             13.080.000,00              12.775.000,00    

Jumlah Program 3       159.453.000,00         102.241.000,00    

Jumlah Total    5.037.629.342,00     4.910.645.815,00    

  

 

2.3.  POSISI KEUANGAN 

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, 

kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang 

dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta 

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber 

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 

Posisi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) 

tahun terakhir sebagai berikut : 
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Tabel 04 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d 2021 

Posisi 
Keuangan 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Aset 1.246.768.315,00 1.294.800.422,50 1.167.479.295,00 871.594.580,50 792.678.570,00 

2. Kewajiban 8.423.155,00 97.849.506,00 115.184.719,00 129.683.742,00 126.017.165,00 

3. Ekuitas 1.238.345.160,00 1.196.950.916,50 1.052.294.576,00 741.910.838,50 666.661.405,00 

Jumlah 
Kewajiban & 
Ekuitas 

1.246.768.315,00 1.294.800.422,50 1.167.479.295,00 871.594.580,50 792.678.570,00 

 
 

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA 

KEUANGAN 

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian 

target kinerja keuangan sebagai berikut. 

2.4.1  Masalah Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM 

Inspektorat Daerah secara umum masih terbatas kualitas dan 

kuantitasnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan 

kemampuannya melalui diklat-diklat, bimtek, pembinaan, dan sosialisasi 

baik formal maupun non formal. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan 

SDM secara kuantitas dapat dilakukan dengan:  

 Mengoptimalkan tenaga yang ada; 

 Mengajukan penambahan personil melalui BKD; 

 Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling/ risk based audit; 

 Menyelenggarakan tugas berdasarkan skala prioritas. 

 

2.4.2  Sistem dan Prosedur Pengawasan Belum Sepenuhnya Terintegrasi 

dengan Sistem Informasi Pengawasan  

Sistem dan Prosedur Pengawasan sudah cukup memadai namun 

belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan yang 

telah dibangun oleh Inspektorat Daerah. Sistem informasi pengawasan 

dimaksud memuat beberapa modul diantaranya data umum, perencanaan, 

pengujian, pelaporan, tindaklanjut, dan monitoring pengawasan. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan melakukan pengembangan sistem, prosedur, 

kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan 
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secara bertahap sesuai ketentuan dan akan ditingkatkan melalui sistem 

informasi pengawasan terintegrasi. 

 

2.4.3  Masalah Sarana dan Prasarana  

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target 

kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan 

secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan penambahan 

sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat 

kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan 

tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping 

itu pemeliharan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan 

prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya 

menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target 

kinerja keuangan yang efektif dan efisien. 
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3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar 

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, yang menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang 

disajikan di dalam LRA Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut: 

 

 

Anggaran TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi TA 2020 
(Rp) 

a. Belanja Daerah 5.037.629.342,00  4.910.645.815,00  5.670.056.234,40 
 

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal, realisasi belanja 

tahun 2021 sebesar Rp4.910.645.815,00. Realisasinya mencapai 97,48% dari 

anggaran sebesar Rp5.037.629.342,00. Dibandingkan dengan tahun 2020, 

realisasi belanja tahun 2021 turun 13,39%. 

 

 

Anggaran TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi TA 2020 
(Rp) 

1)  Belanja Operasi 4.911.288.004,00  4.784.377.815,00  5.643.656.234,40 
 

Belanja operasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut: 

 Tabel 05 Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020 

No Belanja Operasi Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Belanja Pegawai 3.842.202.655,00 3.818.218.985,00 99,38 4.240.520.026,00 

2 Belanja Barang dan 

Jasa 

1.069.085.349,00 966.158.830,00 90,37 1.403.136.208,40 

 Jumlah 4.911.288.004,00 4.784.377.815,00 97,42 5.643.656.234,40 

 

 

 

Anggaran TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi TA 2021 
(Rp) 

  Realisasi TA 2020 
(Rp) 

(a) Belanja   Pegawai 3.842.202.655,00  3.818.218.985,00  4.240.520.026,00 

 

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Belanja pegawai – belanja tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja 

gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung 

merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.  

 

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 
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Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut. 

               Tabel 06 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 dan 2020 

No 
Rincian Belanja 

Pegawai 
Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

 BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

    

1 Gaji pokok PNS / uang 
representasi 

1.679.793.077,00 1.673.913.929,00 99,65 1.723.351.610,00 

2 Tunjangan keluarga 181.091.820,00 179.650.248,00 99,20 187.144.181,00 

3 Tunjangan jabatan 155.710.002,00 155.610.000,00 99,94 129.240.000,00 

4 Tunjangan fungsional 125.581.500,00 123.700.000,00 98,50 133.400.000,00 

5 Tunjangan fungsional 
umum 

28.465.002,00 28.365.000,00 99,65 34.340.000,00 

6 Tunjangan beras 105.081.382,00 104.791.740,00 99,72 95.956.500,00 

7 Tunjangan 
PPh/tunjangan khusus 

5.182.432,00 4.903.897,00 94,63 4.363.902,00 

8 Pembulatan gaji 25.088,00 21.538,00 85,85 21.735,00 

9 Iuran jaminan kecelakaan 
kerja  

3.406.080,00 3.371.603,00 98,99 

15.365.714,00 

10 Iuran jaminan kematian 10.188.192,00 10.114.880,00 99,28 

11 Tambahan penghasilan 
berdasar beban kerja 

1.543.291.728,00 1.529.389.798,00 99,10 1.351.558.384,00 

12 Tunjangan uang makan - - - - 

 Jumlah belanja pegawai 
tidak langsung 

3.837.816.303,00 3.813.832.633,00 99,38 3.674.742.026,00 

 BELANJA LANGSUNG     

1 Honorarium tim teknis 
kegiatan 

- - - 12.250.000,00 

2 Honorarium pengadaan 
barang/jasa 

- - - 9.264.000,00 

3 Honorarium pengurus 
barang 

- - - 2.624.000,00 

4 Honorarium penerima 
hasil pekerjaan 

- - - 1.200.000,00 

5 Honorarium tim 
pemeriksa kasus 
(Inspektorat Daerah) 

- - - 166.800.000,00  

6 Honorarium Pengguna 
Anggaran 

- - - 8.312.000,00 

7 Honorarium Pejabat 
Pelaksana Teknis 
Kegiatan 

- - - 11.945.000,00 

8 Honorarium Bendahara - - - 6.092.000,00 

9 Honorarium PPK-SKPD 
(Verifikator) 

- - - 7.332.000,00 

10 Honorarium petugas 
pengelola sistem 
akuntansi 

- - - 4.040.000,00 

11 Honorarium 
Penanggungjawaban 
Pengelola Keuangan 

4.386.352,00 4.386.352,00 100,00 - 

12 Uang lembur PNS  - - -  335.919.000,00  
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No 
Rincian Belanja 

Pegawai 
Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

 Jumlah Belanja 
Pegawai Langsung 

4.386.352,00 4.386.352,00 100,00 565.778.000,00 

 Jumah Belanja Pegawai 3.842.202.655,00 3.818.218.985,00 99,38 4.240.520.026,00 

 

 

 

Anggaran  TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi  TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi  TA 2020 
(Rp) 

(b) Belanja Barang dan 
Jasa 

1.069.085.349,00  966.158.830,00  1.403.136.208,40 

  

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau 

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, 

meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja 

perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa 

tahun 2021 sebagai berikut: 

 

                Tabel 07 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021 dan 2020 

No. 
Belanja Barang dan 

Jasa 
Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Belanja Persediaan 333.074.449,00  310.269.973,00  93,15  349.736.250,00  

2 Belanja Jasa 396.038.600,00   342.467.426,00  86,47  340.726.021,40  

3 Belanja Pemeliharaan  48.542.300,00   48.139.699,00  99,17  101.961.372,00  

4 Belanja Perjalanan 

Dinas 

 291.430.000,00  265.281.732,00  91,03  610.712.565,00  

5 Belanja Lainnya - - - - 

 Jumlah 1.069.085.349,00  966.158.830,00  90,37 1.403.136.208,40  

 

(1) Belanja Persediaan 

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara 

lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan 

minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual 

kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 

Desember 2021 terealisasi sebesar Rp 310.269.973,00 terinci sebagai berikut: 

 

          Tabel 08 Realisasi Belanja Persediaan tahun 2021 dan 2020 

No. Belanja Persediaan Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Belanja bahan-bahan 

bangunan dan konstruksi 

1.479.000,00 1.470.000,00 98,20 - 

2 Belanja bahan-bahan 

bakar dan pelumas 

59.868.529,00 53.355.292,00 89,12 - 

3 Belanja bahan-bahan 11.785.600,00 11.785.600,00 100,00 - 
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No. Belanja Persediaan Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

lainnya 

4 Belanja Suku Cadang-

Suku Cadang Alat 

Angkutan 

17.681.480,00 17.454.001,00 98,71 - 

5 Belanja alat/bahan untuk 

kegiatan kantor-alat tulis 

kantor 

85.723.660,00 85.188.400,00  99,38  94.267.800,00  

6 Belanja alat/bahan untuk 

kegiatan kantor-bahan 

cetak 

 23.446.780,00  22.906.780,00  97,70  23.001.000,00  

7 Belanja alat/bahan untuk 

kegiatan kantor-benda 

pos 

5.000.000,00 5.000.000,00  100,00  3.000.000,00  

8 Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor-Alat 

Listrik 

5.086.400,00 5.086.400,00  100,00  4.585.000,00  

9 Belanja peralatan 

kebersihan dan bahan 

pembersih 

 -  -  -  13.740.000,00  

10 Belanja perlengkapan 

praktek/sosialisasi/pelatih

an/bimtek 

-  -  -  10.350.000,00  

11 Belanja penggandaan/foto 

copy/penjilidan/penyampu

lan 

 -  - -  6.576.000,00  

12 Belanja makanan dan 

minuman rapat 

 122.985.000,00  108.023.500,00  87,83  172.170.000,00  

13 Belanja makanan dan 

minuman tamu 

 -   -  -  4.496.450,00  

14 Belanja pakaian dinas 

lapangan (PDL) 

-   -  -  17.550.000,00  

 Jumlah 333.074.449,00  310.269.973,00  93,15  349.736.250,00  

 

(2) Belanja Jasa 

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja 

pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja 

lainnya yg bersifat jasa. 

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar 

Rp342.467.426,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

                     Tabel 09 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 dan 2020 

No Belanja jasa Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Honorarium Narasumber atau 

Pembahas, Moderator, 

Pembawa Acara, dan Panitia 

58.300.000,00 19.725.000,00 33,83 - 
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No Belanja jasa Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

2 Honorarium Tim Pelaksana 

Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan 

18.400.000,00 

 

18.400.000,00 

 

100,00 - 

3 Belanja Jasa Tenaga 

Administrasi 

88.800.000,00 88.800.000,00 100,00 - 

4 Belanja Jasa Tenaga 

Kebersihan 

36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 - 

5 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 - 

6 Belanja Jasa 

Penyelenggaraan Acara 

2.600.000,00 550.000,00 21,15 - 

7 Belanja Jasa Kalibrasi 6.105.000,00 810.000,00 13,27 - 

8 Belanja Jasa Pengolahan 

Sampah 

207.000,00 200.000,00 96,62 - 

9 Belanja tagihan telepon 4.077.600,00 2.938.621,00 72,07  1.791.972,00  

10 Belanja langganan 

jurnal/surat kabar/majalah 

3.700.000,00  3.280.000,00  88,65  3.306.000,00  

11 Belanja kawat/ 

faksimili/internet/TV 

berlangganan 

50.304.000,00  50.160.000,00  99,71  57.119.500,00  

12 Belanja paket/pengiriman 24.000,00 24.000,00  100,00  628.500,00  

13 Belanja lembur 84.635.000,00 82.076.000,00 96,98 - 

14 Belanja dekorasi - - -  1.190.000,00  

15 Belanja jasa 

promosi/publikasi/advertising 

-  -  -   2.600.000,00  

16 Belanja penggantian 

transport 

- - -  6.700.000,00  

17 Belanja jasa 

instruktur/narasumber/tenaga 

ahli 

- - -  73.175.000,00  

18 Belanja jasa pendukung 

kegiatan 

- - -  1.050.000,00  

19 Belanja uang saku rapat - - -  12.225.000,00  

20 Belanja premi asuransi 

kesehatan 

- - -  5.861.945,00  

21 Belanja premi asuransi 

ketenagakerjaan 

- - -  469.104,40  

22 Belanja Iuran Jaminan 

Kesehatan bagi Non ASN 

10.500.000,00 7.706.900,00 73,40 - 

23 Belanja Iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN 

1.060.500,00 646.905,00 61,00 - 

24 Belanja Iuran Jaminan 

Kematian bagi Non ASN 

157.500,00 0,00 0,00 - 

25 Belanja sewa penginapan - - -  480.000,00  

26 Belanja kursus-kursus 

singkat/pelatihan 

13.168.000,00 13.150.000,00 99,86  5.435.000,00  
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No Belanja jasa Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

27 Belanja upah/ongkos tenaga 

kerja bulanan 

- - -  

121.300.000,00  

28 Belanja tambahan upah 

tenaga kerja bulanan 

- - -  15.509.000,00  

29 Belanja operasional 

pemeriksaan internal reguler 

- - -  31.885.000,00  

 Jumlah 396.038.600,00 342.467.426,00 86,47 340.726.021,40 

 

 

(3) Belanja Pemeliharaan  

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti 

peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; dan aset tetap lainnya. 

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar 

Rp48.139.699,00 terinci sebagai berikut: 

 

           Tabel 10 Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 

No Belanja Pemeliharaan Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Belanja bahan bakar 

minyak dan pelumas 

- - -  32.951.022,00  

2 Belanja jasa servis dan 

penggantian suku 

cadang 

- - -  27.067.500,00  

3 Belanja Pemeliharaan 

Alat Angkutan-Alat 

Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan 

Dinas Bermotor 

Perorangan 

26.742.300,00 26.739.699,00 99,99 - 

4 Belanja Pemeliharaan 

Alat Angkutan-Alat 

Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan 

Bermotor Angkutan 

Barang 

400.000,00 0,00 0,00 - 

5 Belanja Pemeliharaan 

Alat Kantor dan Rumah 

Tangga-Alat Kantor-Alat 

Kantor Lainnya 

4.250.000,00 4.250.000,00 100,00 - 

6 Belanja Pemeliharaan 

Alat Kantor dan Rumah 

Tangga-Alat Rumah 

Tangga-Alat Pendingin 

9.600.000,00 9.600.000,00 100,00  2.975.000,00  

7 Belanja Pemeliharaan 

Komputer-Komputer Unit-

Personal Computer 

5.600.000,00 5.600.000,00 100,00  9.985.000,00  

8 Belanja Pemeliharaan 

Komputer-Peralatan 

1.950.000,00 1.950.000,00 100,00  2.960.000,00  
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No Belanja Pemeliharaan Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Komputer-Peralatan 

Personal Computer 

9 Belanja STNK kendaraan 

dinas/operasional 

- - -  10.472.850,00  

10 Belanja pemeliharaan 

alat ukur lainnya 

- - -  550.000,00  

11 Belanja pemeliharaan 

peralatan jaringan 

- - -  15.000.000,00  

 Jumlah 48.542.300,00  48.139.699,00  99,17  101.961.372,00  

 
 

(4) Belanja Perjalanan Dinas 

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam 

negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas dalam negeri 

meliputi belanja untuk perjalanan dinas biasa, tetap, dalam kota, paket meeting 

dalam kota, dan paket meeting luar kota. Belanja Perjalanan Dinas sampai 

dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp265.281.732,00 terinci sebagai 

berikut: 

 

             Tabel 11 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 dan 2020 

No. Belanja Perjalanan 

Dinas 

Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Belanja perjalanan dinas 

biasa 

51.610.000,00 49.409.732,00  95,74 473.350.000,00  

2 Belanja perjalanan dinas 

dalam kota 

239.820.000,00 215.872.000,00  90,01 137.362.565,00  

 Jumlah 291.430.000,00  265.281.732,00  91,03  610.712.565,00  

 
 
 

 
 

Anggaran  TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi  TA 2021 
(Rp) 

 Realisasi  TA 2020 
(Rp) 

(c) Belanja  Modal  126.341.338,00  126.268.000,00  26.400.000,00 

 

Belanja modal  meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan 

mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan 

jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.  

Realisasi belanja modal tahun 2021 dirinci sebagai berikut : 

         Tabel 12 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020 

No Jenis Belanja Modal Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Belanja Modal Tanah - - - - 

2 Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

126.341.338,00 126.268.000,00 99,94 26.400.000,00  
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No Jenis Belanja Modal Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

3 Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 

- - - - 

4 Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan 

- - - - 

5 Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya 

- - - - 

6 Belanja Modal Aset 
Lainnya 

- - - - 

 Jumlah 126.341.338,00 126.268.000,00 99,94 26.400.000,00  

 

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 terinci sebagai berikut : 

Tabel 13 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020 

No Jenis Belanja Modal Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

1 Belanja modal alat kantor 
dan rumah tangga 

42.345.188,00 42.338.000,00 99,98 26.400.000,00  

2 Belanja modal alat 
laboratorium 

61.103.500,00 61.050.000,00 99,91 - 

3 Belanja modal komputer 22.892.650,00 22.880.000,00 99,94 - 

4 Belanja modal alat 
eksplorasi 

- - - - 

 Jumlah 126.341.338,00 126.268.000,00 99,94 26.400.000,00  

 

Adapun belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana tersebut 

diatas terdiri dari: 

1) Belanja modal mesin hitung/mesin jumlah berupa pembelian mesin penghitung 

uang merk tori T-388BL sebesar Rp2.470.000,00; 

2) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) berupa pembelian 

speaker merk polytron sebesar Rp910.000,00 dan TV LED merk xiaomi 

sebesar Rp3.080.000,00; 

3) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat berupa pembelian meja kerja 

pejabat eselon III sebesar Rp26.900.000,00 dan kursi kerja pejabat eselon III 

sebesar Rp8.978.000,00. 

Belanja modal alat laboratorium terdiri dari: 

1) Belanja modal alat laboratorium bahan bangunan konstruksi berupa pembelian 

concrete corrosion test sebesar Rp36.597.000,00 dan concrete floor thickness 

tester H51 sebesar Rp19.965.000,00; 

2) Belanja modal alat laboratorium aspal, cat dan kimia berupa pembelian sand 

cone test sebesar Rp4.488.000,00. 

Belanja modal komputer terdiri dari: 

1) Belanja modal komputer unit berupa pembelian mini PC merk IPASON sebesar 

Rp11.800.000,00 dan monitor LED merk AOC sebesar Rp8.880.000,00; 

2) Belanja modal peralatan komputer berupa pembelian webcam merk logitech 

sebesar Rp2.200.000,00. 
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3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA 

a. ASET LANCAR   

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas,  

biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut : 

 

Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 

Keterangan 31 Desember 2021 
31 Desember 

2020 

Kas di bendahara pengeluaran - - 

Biaya Dibayar Dimuka - - 

Persediaan 7.196.320,00 14.908.623,00 

Jumlah 7.196.320,00 14.908.623,00 

 
 

 

31 Desember 2021 
(Rp) 

  

31 Desember 2020 
(Rp) 

1)  Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00  0,00 

 

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan 

dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten 

Lumajang yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang 

Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada 

akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang 

belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah. 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 

masing-masing  sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut. 

       Tabel 15 Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2021 

1.   Saldo 31 Desember 2020  - 

2.   Peneriman :   

-  SP2D UP 55.000.000,00  

-  SP2D TUP -  

-  SP2D GU 743.601.982,00  

-  Penerimaan PFK 27.508.442,00  

Jumlah Penerimaan  826.110.424,00 

3.    Pengeluaran :   

-  SPJ UP/GU 743.601.982,00  

-  SPJ GU Nihil 54.995.900,00  

-  Setor kembali sisa TUP -  

-  Setor kembali sisa UP/GU 4.100,00  

-  Pengeluaran PFK 27.508.442,00  

-  Setor kembali sisa UP/GU/TU 
tahun lalu 

-  

Jumlah pengeluaran  826.110.424,00 

4.   Saldo 31 Desember 2021  - 
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 31 Desember 2021 
(Rp) 

 
31 Desember 2020 

(Rp) 

2)  Persediaan 7.196.320,00  14.908.623,00 

 

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil stock 

opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh 

melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga 

pembelian terakhir. 

Tabel 16  Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021 

No Uraian Jumlah 

1 Persediaan per 31 Desember 2020  14.908.623,00 

2 Koreksi tahun berjalan atas persediaan 

awal 

 - 

3 Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)  14.908.623,00 

4 Ditambah :   

5 Belanja Persediaan LRA 2021 310.269.973,00  

6 Belanja Persediaan belum dibayar (utang 

belanja) 

-  

7 Belanja Persediaan BOS -  

8 Penerimaan hibah persediaan -  

9 Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)  310.269.973,00 

10 Dikurangi :   

11 Pembayaran utang belanja persediaan  

LRA 2020 

-  

12 Pengeluaran hibah persediaan -  

13 Jumlah tambahan persediaan bersih 

(11+12) 

 - 

14 Jumlah persediaan yang siap digunakan  325.178.596,00 

15 Beban Persediaan (lihat Laporan 

Operasional) 

 (317.982.276,00) 

16 Persediaan per 31 Desember 2021 

(14+15) 

 7.196.320,00 

 

Tabel 17 Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020 

dalam rupiah 

No Persediaan 2021 2020 

1 Bahan bangunan dan konstruksi 1.470.000,00 - 

2 Bahan lainnya 857.200,00 2.527.000,00 

3 Alat Tulis Kantor 3.655.850,00 8.693.223,00 

4 Bahan Cetak 677.270,00 2.941.000,00 

5 Benda Pos 200.000,00 228.000,00 

6 Alat Listrik 336.000,00 519.400,00 

Jumlah 7.196.320,00 14.908.623,00 
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b. ASET TETAP 
   31 Desember 2021 

(Rp) 
 

31 Desember 2020 
(Rp) 

1) Aset Tetap 435.740.100,00   500.587.607,50  

 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik 

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang meliputi peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, dan aset tetap lainnya.  

Aset tetap milik Inspektorat Daerah berupa peralatan dan mesin serta gedung 

dan bangunan disusutkan setiap tahunnya. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, 

penerapan metode penyusutan sebagai berikut: 

- Metode penyusutan garis lurus (straight line). 

- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya 

di abaikan. 

- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan 

perolehan aset tetap (pendekatan tahunan). 

- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas 

dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut 

dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan. 

- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak 

dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset 

tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau 

kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa 

manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari. 

 

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut : 

 
Tabel 18 Daftar Mutasi  Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 

No Uraian 
Saldo Awal 

Koreksi 
Mutasi Saldo 

31 Des 2020 Bertambah Berkurang 31 Des 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tanah - - - - - 

2 Peralatan dan 

Mesin 

3.000.736.400,00 - 126.268.000,00 - 3.127.004.400,00 

3 Gedung dan 

Bangunan 

99.628.500,00 - - - 99.628.500,00 

4 Jalan, Irigrasi, 

dan Jaringan 

- - - - - 

5 Aset Tetap 

Lainnya 

11.898.200,00 - - - 11.898.200,00 
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No Uraian 
Saldo Awal 

Koreksi 
Mutasi Saldo 

31 Des 2020 Bertambah Berkurang 31 Des 2021 

6 Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan 

- - - - - 

 Jumlah 3.112.263.100,00 - 126.268.000,00 - 3.238.531.100,00 

 
Mutasi penambahan aset tetap per 31 Desember 2021 adalah mutasi 

penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp126.268.000,00 yang merupakan 

realisasi belanja modal  yang menambah aset tetap. 

 

   
 

31 Desember 2021 
(Rp) 

 
31 Desember 2020 

(Rp) 

(a)  Peralatan dan Mesin 3.127.004.400,00  3.000.736.400,00 

 

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 

masing-masing sebesar Rp3.127.004.400,00 dan Rp3.000.736.400,00 terinci 

sebagai berikut : 

 

Tabel 19 Daftar Mutasi  Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 

No 
Peralatan dan 

mesin 

Saldo Awal Korek

si 

Mutasi Saldo 

31 Des 2020 Bertambah Berkurang 31 Des 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Alat-alat Besar 5.000.000,00    5.000.000,00 

2 Alat-alat Angkutan 1.442.866.500,00    1.442.866.500,00 

3 Alat-alat Bengkel 

dan Ukur 

316.363.000,00  61.050.000,00  377.413.000,00 

4 Alat-alat Pertanian -    - 

5 Alat-alat Kantor 

dan Rumah 

Tangga 

1.158..066.900,00  42.338.000,00  709.255.100,00 

6 Alat-alat Studio, 

Komunikasi dan 

Pemancar  

78.440.000,00  2.200.000,00  80.640.000,00 

7 Alat-alat 

Kedokteran dan 

Kesehatan 

-    - 

8 Alat-alat 

Laboratorium 

-    - 

9 Alat-alat 

Persenjataan dan 

Keamanan 

-    - 

 Komputer   20.680.000,00  511.829.800,00 

 Peralatan 

Olahraga 

     

 Jumlah 3.000.736.400,00 - 126.268.000,00 - 3.127.004.400,00 
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Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp126.268.000,00 

sebagaimana tersebut di atas berasal dari pembelian/pengadaan peralatan dan 

mesin tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Alat-alat kantor dan rumah tangga berupa: 

1) Mesin penghitung uang merk tori T-388BL sebesar Rp2.470.000,00; 

2) Speaker merk polytron sebesar Rp910.000,00 dan TV LED merk xiaomi 

sebesar Rp3.080.000,00; 

3) Meja kerja pejabat eselon III sebesar Rp26.900.000,00 dan kursi kerja 

pejabat eselon III sebesar Rp8.978.000,00. 

b. Alat-alat laboratorium berupa: 

1) Concrete corrosion test sebesar Rp36.597.000,00 dan concrete floor 

thickness tester H51 sebesar Rp19.965.000,00; 

2) Sand cone test sebesar Rp4.488.000,00. 

c. Komputer berupa: 

1) Mini PC merk IPASON sebesar Rp11.800.000,00 dan monitor LED merk 

AOC sebesar Rp8.880.000,00; 

2) Webcam merk logitech sebesar Rp2.200.000,00. 

 

Rincian selengkapnya aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat di 

lampiran KIB B (Peralatan dan Mesin). 

 

   
 

31 Desember 2021 
(Rp) 

 
31 Desember 2020 

(Rp) 

(b)  Gedung dan Bangunan 99.628.500,00  99.628.500,00 

 

Gedung dan bangunan berupa bangunan gedung. Saldo gedung dan 

bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut. 

 
Tabel 20 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan  

Per 31 Desember 2021  

dalam rupiah 

No 
Gedung dan 
Bangunan 

Saldo Awal 
Koreksi 

Mutasi Saldo 

31 Des 2020 
Bertamba

h 
Berkurang 31 Des 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bangunan Gedung 99.628.500,00    99.628.500,00 

2 Monumen       

 Jumlah 99.628.500,00 - - - 99.628.500,00 

 

Jumlah tersebut merupakan nilai Bangunan Gedung yang dimiliki per 31 

Desember 2021. Selama tahun 2021 tidak terjadi penambahan maupun 

pengurangan belanja modal bangunan gedung sehingga nilai aset tetap 
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bangunan gedung pada tanggal 31 Desember 2021 tetap sebesar 

Rp99.628.500,00. 

 

Rincian selengkapnya aset tetap bangunan gedung dapat dilihat di lampiran 

KIB C (Gedung dan Bangunan). 

 

 

 

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 

Rp11.898.200,00 sebagai berikut: 

 

      Tabel 21 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021  
                    dalam rupiah 

No Jenis 31 Des 2019 Koreksi Penambahan Pengurangan 31 Des 2020 

1 Buku dan 
Pepustakaan 

11.898.200,00    11.898.200,00 

2 Barang Bercorak 
Kesenian/Kebudayaan 

     

3 Hewan Ternak dan 
Tanaman 

     

 Jumlah 11.898.200,00 - - - 11.898.200,00 

 

Rincian selengkapnya aset tetap lainnya dapat dilihat di lampiran KIB E (Aset 

Tetap Lainnya). 

 

   31 Desember 2021 
(Rp) 

 
31 Desember 2020 

(Rp) 

(d)  Akumulasi Penyusutan 2.802.791.000,00  2.611.675.492,50 

 

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 

Rp2.802.791.000,00 dan Rp2.611.675.492,50. Perkembangan Akumulasi 

Penyusutan sebagai berikut: 

 

Tabel 22 Daftar Perkembangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
per 31 Desember 2021  

No 

Nama 

Barang/ 

Aset Tetap 

Akumulasi 

Penyusutan 

31 Des 2020 

Mutasi Beban 

Penyusutan 

Tahun 2021 

Akumulasi 

Penyusutan 

31 Des 2021 Bertambah Berkurang 

1 Peralatan 

dan Mesin 

2.583.779.512,50 - - 189.122.937,50 2.772.902.450,00 

2 Gedung dan 

Bangunan 

27.895.980,00   1.992.570,00 29.888.550,00 

3 Jalan, Irigasi 

dan 

Jaringan 

-    - 

4 Aset Tetap 

Lainnya 

-    - 

 Jumlah 2.611.675.492,50 - - 191.115.507,50 2.802.791.000,00 

 
   

31 Desember 2020 
(Rp) 

 
31 Desember 2019 

(Rp) 

(c)  Aset Tetap Lainnya 11.898.200,00  11.898.200,00 
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c. ASET LAINNYA 

   31 Desember 2021 
(Rp) 

 
31 Desember 2020 

(Rp) 

1) Aset Lainnya  
 

349.742.150,00  356.098.350,00 

 

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset 

lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 

Desember 2021 adalah sebesar Rp349.742.150,00 sedangkan saldo Per 31 

Desember 2020 sebesar Rp387.830.150,00 terinci sebagai berikut :  

 
             Tabel 23 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021  

                    dalam rupiah 

No Jenis 31 Desember 

2020 

Penambahan Pengurangan 31 Desember 

2021 

1 Tuntutan Ganti Rugi     

2 Aset Tak Berwujud 202.911.000,00   202.911.000,00 

3 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

(196.554.800,00) (6.356.200,00)  (202.911.000,00) 

4 Aset Lain lain 349.742.150,00   349.742.150,00 

 Jumlah 356.098.350,00 (6.356.200,00)  349.742.150,00 

 

Aset lain-lain senilai Rp349.742.150,00 seperti tersaji dalam tabel di atas 

merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat dan telah 

diajukan untuk penghapusan namun masih dalam proses oleh Bidang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKD. Rincian selengkapnya aset lain-lain 

dapat dilihat di lampiran KIB-B (Peralatan dan Mesin). 

Adapun nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud mengalami kenaikan 

sebesar Rp6.356.200,00 sebagaimana tersebut di atas karena adanya beban 

amortisasi aset tak berwujud atas Sistem Informasi Pengawasan Internal  (Up-

date SIM HP) sebesar Rp6.356.200,00.  

 

d. KEWAJIBAN 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. 

Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, 

sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dalam 

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 

ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat 
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pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian 

yang dapat diukur dengan andal. 

Kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021 

dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp129.683.742,00 dan 

Rp129.683.742,00 diuraikan sebagai berikut. 

 
   31 Desember 2021 

(Rp) 
 

31 Desember 2020 
(Rp) 

1) Kewajiban Jangka Pendek  126.017.165,00  129.683.742,00 

 
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar 

sampai dengan akhir periode akuntansi dengan jangka waktu kurang dari 12 (dua 

belas) bulan. Kewajiban jangka pendek Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 

berupa utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 

dan 2020 masing-masing sebesar Rp126.017.165,00 dan Rp129.683.742,00. 

 

 
   31 Desember 2021 

(Rp) 
 

31 Desember 2020 
(Rp) 

(a) Utang Belanja  126.017.165,00  129.683.742,00 

 

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum 

dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja 

pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. 

Saldo utangp belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar 

Rp126.017.165,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp125.739.005,00 

dan utang belanja barang dan jasa Rp278.160,00, sebagaimana tabel berikut: 

 
 

           Tabel 24 Rincian Utang Tahun 2021 dan 2020 

No Jenis Utang 31 Des 2020 Penambahan Pengurangan 31 Des 2021 

1 Utang Belanja pegawai 129.255.592,00 125.739.005,00 129.255.592,00 125.739.005,00 

2 Utang Belanja Barang dan 

Jasa 

428.150,00 278.160,00 428.150,00 278.160,00 

 Jumlah 129.683.742,00 126.017.165,00 129.683.742,00 126.017.165,00 

 
 

Utang Belanja Pegawai 

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp125.739.005,00 merupakan kewajiban atas tambahan penghasilan 

berdasarkan beban kerja (TPP) yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 

2021. 

 



 

 

39 
 

      Tabel 25 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 

No Jenis Utang 31 Des 2020 Penambahan Pengurangan 31 Des 2021 

1 Utang Belanja 

Tambahan 

Penghasilan 

berdasarkan Beban 

Kerja ASN-Tambahan 

Penghasilan 

berdasarkan Beban 

Kerja PNS 

129.255.592,00 125.739.005,00 129.255.592,00 125.739.005,00 

 Jumlah 129.255.592,00 125.739.005,00 129.255.592,00 125.739.005,00 

 

 

Utang Belanja Barang dan Jasa 

Saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp278.160,00 merupakan kewajiban atas barang dan jasa yang telah 

dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian telepon, internet dan jasa 

lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci 

sebagai berikut: 

Tabel 26 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 

No Jenis Utang 31 Des 2020 Penambahan Pengurangan 31 Des 2021 

1 Utang Belanja Jasa 

Kantor-Tagihan 

Telepon 

148.150,00 278.160,00 148.150,00 278.160,00 

2 Utang Belanja Jasa 

Kantor-

LanggananJurnal/Surat 

Kabar/Majalah 

280.000,00 - 280.000,00 - 

 Jumlah 428.150,00 278.160,00 428.150,00 278.160,00 

 

 

e. EKUITAS 
  
 
  

31 Desember 2021 
(Rp) 

 
31 Desember 2020 

(Rp) 

1) Ekuitas  666.661.405,00  741.910.838,50 

 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, 

merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban Inspektorat Daerah 

Kabupaten Lumajang. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai 

berikut: 

Tabel 27 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 
       dalam rupiah 

No Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 

1 Jumlah Aset 792.678.570,00 871.594.580,50 

2 Jumlah Kewajiban 126.017.165,00 129.683.742,00 
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No Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 

3 Ekuitas (1-2) 666.661.405,00 741.910.838,50 

 
 

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan 

ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ 

kesalahan mendasar dan RK-PPKD, sebagai berikut: 

 
Tabel 28 Daftar Rincian Ekuitas Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang  

per 31 Desember 2021 dan 2020 
       dalam rupiah 

No Uraian 2021 2020 

1 Ekuitas Awal 741.910.838,50 1.052.294.576,00 

2 Surplus (Defisit) LO (4.985.895.248,50) (5.980.439.971,90) 

3 Dampak kumulatif perubahan 

kebiajakan akuntansi / 

kesalahan mendasar 

- - 

4 RK-PPKD 4.910.645.815,00 5.670.056.234,40 

5 EKUITAS AKHIR 666.661.405,00 741.910.838,50 

 

RK-PPKD merupakan jumlah uang yang diganti oleh Bendahara Umum 

Daerah selaku PPKD sampai dengan 31 Desember 2021. 

 
 

3.3  PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang 

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

a. BEBAN – LO  
 31 Desember 2021 

(Rp) 
 31 Desember 2020 

(Rp) 

1) Beban Pegawai-LO 3.814.702.398,00  4.256.809.820,00 

 

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban 

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut: 

 

Tabel 29 Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020 
             dalam rupiah 

No Rincian Beban Pegawai 2021 2020 

1 Beban Pegawai Tidak Langsung   

1.1 Beban Gaji Pokok PNS 1.673.913.929,00 1.723.351.610,00 

1.2 Beban Tunjangan Keluarga PNS 179.650.248,00 187.144.181,00 

1.3 Beban Tunjangan Jabatan PNS 155.610.000,00 129.240.000,00 

1.4 Beban Tunjangan Fungsional PNS 123.700.000,00 133.400.000,00 

1.5 Beban Tunjangan Fungsional Umum 
PNS 

28.365.000,00 34.340.000,00 

1.6 Beban Tunjangan Beras PNS 104.791.740,00 95.956.500,00 
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No Rincian Beban Pegawai 2021 2020 

1.7 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan 
Khusus PNS 

4.903.897,00 4.363.902,00 

1.8 Beban Pembulatan Gaji PNS 21.538,00 21.735,00 

1.9 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja PNS 

3.371.603,00  14.256.500,00  

 Beban Iuran Jaminan Kematian PNS 10.114.880,00  

1.10 Beban Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Beban Kerja PNS 

1.525.873.211,00 1.368.957.392,00 

1.11 Beban Tunjangan Uang Makan - - 

 Jumlah Beban Pegawai Tidak 
Langsung 

3.810.316.046,00 3.691.031.820,00 

    

2 Beban Pegawai Langsung   

2.1 Beban Honorarium Tim Teknis 
Kegiatan 

- 12.250.000,00 

2.2 Beban Honorarium Pengadaan 
barang dan jasa 

- 9.264.000,00 

2.3 Beban Honorarium 
Penanggungjawab Pengelola 
Keuangan 

4.386.352,00 - 

2.4 Beban Honorarium Penyimpan dan 
Pengurus Barang 

- 2.624.000,00 

2.5 Beban Honorarium Penerima Hasil 
Pekerjaan 

- 1.200.000,00 

2.6 Beban Honorarium Tim Pemeriksa 
Kasus (Inspektorat Daerah) 

-  166.800.000,00  

2.7 Honorarium Pengguna Anggaran - 8.312.000,00 

2.8 Honorarium Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan 

- 11.945.000,00 

2.9 Honorarium Bendahara - 6.092.000,00 

2.10 Honorarium PPK-SKPD (Verifikator) -  7.332.000,00 

2.11 Honorarium petugas pengelola 
sistem akuntansi 

- 4.040.000,00 

2.12 Beban Uang Lembur PNS - 335.919.000,00 

 Jumlah Beban Pegawai Langsung 4.386.352,00 565.778.000,00 

 TOTAL BEBAN PEGAWAI 3.814.702.398,00 4.256.809.820,00 

 

 31 Desember 2021 
(Rp) 

 31 Desember 2020 
(Rp) 

2) Beban Barang dan Jasa-LO 973.721.143,00   1.445.949.194,40  

 

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Inspektorat Daerah Kabupaten 

Lumajang meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban 

pemeliharaan dan beban lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 

sebagai berikut: 

 

Tabel 30 Beban Barang dan Jasa tahun 2021 dan 2020 

No. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 Tahun 2020 

1 Beban Persediaan  317.982.276,00   374.340.007,00  
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2 Beban Jasa 342.317.436,00 338.935.250,40 

3 Beban Pemeliharaan 48.139.699,00 101.961.372,00 

4 Beban Perjalanan Dinas 265.281.732,00 610.712.565,00 

5 Beban Lainnya - 20.000.000,00 

 Jumlah 973.721.143,00 1.445.949.194,40 

 

 31 Desember 2021 
(Rp) 

 31 Desember 2020 
(Rp) 

(a) Beban Persediaan 317.982.276,00  374.340.007,00 

 

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah 

dipakai/dikonsumsi,  selama tahun 2021 dan 2020 beban persediaan Inspektorat 

Daerah terinci sebagai berikut: 

 

  Tabel 31 Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020 
dalam rupiah 

No Beban Persediaan Tahun 2021 Tahun 2020 

1 Beban Bahan-Bahan Bakar dan 

Pelumas 

53.355.292,00 - 

2 Beban Bahan-Bahan Lainnya 13.455.400,00 - 

3 Beban Suku Cadang-Suku Cadang 

Alat Angkutan 

17.454.001,00 - 

4 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Alat Tulis Kantor 

90.225.773,00 121.434.457,00 

5 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Bahan Cetak 

25.170.510,00 22.395.500,00 

6 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Benda Pos 

5.028.000,00 2.772.000,00 

7 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Alat Listrik 

5.269.800,00 4.065.600,00 

8 Beban peralatan kebersihan dan 

bahan pembersih 

- 12.530.000,00 

9 Beban perlengkapan 

praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek 

- 10.350.000,00 

10 Beban penggandaan/foto 

copy/penjilidan/penyampulan 

- 6.576.000,00 

11 Beban makanan dan minuman rapat 108.023.500,00 172.170.000,00 

12 Beban makanan dan minuman tamu - 4.496.450,00 

13 Beban pakaian dinas lapangan (PDL) - 17.550.000,00 

 Jumlah 317.982.276,00 374.340.007,00 
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 31 Desember 2021 
(Rp) 

 31 Desember 2020 
(Rp) 

(b) Beban Jasa 342.317.436,00   338.935.250,40  

 

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, 

upah/ongkos tenaga kerja, operasional, narasumber dan beban jasa lainnya. 

Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 

Rp342.317.436,00 dan Rp338.935.250,40. 

Tabel 32 Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020 
 

            dalam rupiah 

No Beban jasa Tahun 2021 Tahun 2020 

1 Beban Honorarium Narasumber atau 

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 

Panitia 

19.725.000,00 - 

2 Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 

dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

18.400.000,00 - 

3 Beban Jasa Tenaga Administrasi 88.800.000,00 - 

4 Beban Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 - 

5 Beban Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 - 

6 Beban Jasa Penyelenggaraan Acara 550.000,00 - 

7 Beban Jasa Kalibrasi 810.000,00 - 

8 Beban Jasa Pengolahan Sampah 200.000,00 - 

9 Beban Tagihan Telepon 3.068.631,00 1.756.701,00  

10 Beban Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah 

3.000.000,00  3.306.000,00  

11 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan 

50.160.000,00  55.364.000,00  

12 Beban paket/pengiriman 24.000,00  628.500,00  

13 Beban lembur 82.076.000,00 - 

14 Beban dekorasi -  1.190.000,00  

15 Beban jasa promosi/publikasi/advertising -  2.600.000,00  

16 Beban penggantian transport -  6.700.000,00  

17 Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli -  73.175.000,00  

18 Beban jasa pendukung kegiatan -  1.050.000,00  

19 Beban uang saku rapat -  12.225.000,00  

20 Beban premi asuransi kesehatan - 5.861.945,00  

21 Beban premi asuransi ketenagakerjaan -  469.104,40  

22 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 

ASN 

7.706.900,00  

23 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN 

646.905,00  

24 Beban sewa penginapan -  480.000,00  

25 Beban kursus-kursus singkat/pelatihan 13.150.000,00  5.435.000,00   

26 Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan -  
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 31 Desember 2021 

(Rp) 
 31 Desember 2020 

(Rp) 

(c) Beban Pemeliharaan 48.139.699,00  101.961.372,00 
 

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap 

seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya. 

Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 

Rp48.139.699,00 dan Rp166.735.194,00. 

 

Tabel 33 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 
    
            dalam rupiah 

No Beban Pemeliharaan Tahun 2021 Tahun 2020 

1 Beban bahan bakar minyak dan 
pelumas 

- 
32.951.022,00 

2 Beban jasa servis dan penggantian suku 
cadang 

- 
27.067.500,00 

3 Beban STNK kendaraan 
dinas/operasional 

- 
10.472.850,00 

4 Beban pemeliharaan alat ukur lainnya - 
550.000,00 

5 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 
Dinas Bermotor Perorangan 

26.739.699,00 
- 

6 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan 
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 
Lainnya 

4.250.000,00 
- 

7 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan 
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin 

9.600.000,00 
2.975.000,00 

8 Beban Pemeliharaan Komputer-
Komputer Unit-Personal Computer 

5.600.000,00 
9.985.000,00 

9 Beban Pemeliharaan Komputer-
Peralatan Komputer-Peralatan Personal 
Computer 

1.950.000,00 
2.960.000,00 

10 Beban pemeliharaan peralatan jaringan - 15.000.000,00 

Jumlah 48.139.699,00 101.961.372,00 

 
 

 31 Desember 2021 
(Rp) 

 31 Desember 2020 
(Rp) 

(d) Beban Perjalanan Dinas  265.281.732,00  610.712.565,00 

 

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalanan 

dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut: 

121.300.000,00  

27 Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan -  15.509.000,00  

28 Beban operasional pemeriksaan internal 

reguler 

-  31.885.000,00  

 Jumlah 342.317.436,00 338.935.250,40 
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Tabel 34 Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 dan 2020 

                 dalam rupiah 

No Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 Tahun 2020 

1 Beban Perjalanan Dinas Biasa 49.409.732,00 473.350.000,00 

2 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota  215.872.000,00 137.362.565,00 

Jumlah 265.281.732,00 992.632.131,00 
 
 

 31 Desember 2021 
(Rp) 

 31 Desember 2020 
(Rp) 

(e) Beban Lainnya -  20.000.000,00 
 

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai 

beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. 

Beban lainnya tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut: 

 

Tabel 35 Daftar Rincian Beban Lainnya 2021 dan 2020 

   dalam rupiah 

No Beban Lainnya Tahun 2021 Tahun 2020 

1 Beban hibah peralatan dan mesin yang 
diserahkan kepada masyarakat/pihak 
ketiga pada SKPD 

- 20.000.000,00 

Jumlah - 20.000.000,00 

 

 
 
 

31 Desember 2021 
(Rp) 

 31 Desember 2020 
(Rp) 

3) Beban Penyusutan dan 
Amortisasi 

197.471.707,50  277.680.957,50 
 

 

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap  

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan, sedangkan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai 

suatu aset tidak berwujud selama masa manfaat aset dimaksud. Beban 

penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis 

lurus.  

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing 

sebesar Rp197.471.707,50 dan Rp277.680.957,50. 

 

Tabel 36 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Tahun 2021 dan 2020 

dalam rupiah 

NO Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2021 2020 

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 
 

 

1.1 Beban Penyusutan Alat Besar 500.000,00 500.000,00 

1.2 Beban Penyusutan Alat Angkutan 72.081.437,50 103.507.687,50 

1.3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur 29.310.000,00 59.248.000,00 

1.4 Beban Penyusutan Alat Pertanian - - 

1.5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah 44.147.500,00 69.026.900,00 
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NO Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2021 2020 

Tangga 

1.6 Beban Penyusutan Alat Studio dan 
Komunikasi 

12.114.000,00 11.674.000,00 

1.7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran - - 

1.8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium - - 

1.9 Beban Penyusutan Alat Persenjataan dan 
Keamanan 

- - 

1.20 Beban Penyusutan Komputer 30.970.000,00 - 

1.21 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga - - 

 Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan 
Mesin 

189.122.937,50 243.956.587,50 

    

2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan   

2.1 Beban Penyusutan Gedung Kantor 1.992.570,00 1.992.570,00 

 Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan 
Bangunan 

1.992.570,00 1.992.570,00 

    

3 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud   

3.1 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 
6.356.200,00 31.731.800,00 

 Jumlah Beban Amortisasi Aset Tak 
Berwujud 

6.356.200,00 31.731.800,00 

 TOTAL BEBAN PENYUSUTAN DAN 
AMORTISASI 

197.471.707,50 277.680.957,50 

 

 

b.  Surplus (Defisit) - LO 
 31 Desember 2021 

(Rp) 
 31 Desember 2020 

(Rp) 

1) Surplus (Defisit) – LO 4.985.895.248,50  5.980.439.971,90 

 

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan 

operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut: 

Tabel 37 Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021 dan 2020 

dalam rupiah 

No Surplus (deficit) 2021 2020 

1 Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi 4.985.895.248,50 5.980.439.971,90 

2 Surplus (Defisit) Non  Operasi 0,00 0,00 

3 Pos Luar Biasa 0,00 0,00 

 
Jumlah 4.985.895.248,50 5.980.439.971,90 

 

Surplus (defisit) Kegiatan Operasi berasal dari: 

a. Beban Pegawai Rp3.814.702.398,00 

b. Beban Barang dan Jasa Rp973.721.143,00 

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp197.471.707,50 
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3.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

 31 Desember 2021 

(Rp) 

 31 Desember 2020 

(Rp) 

a.  Ekuitas Awal 741.910.838,50  1.052.294.576,00 

 

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp741.910.838,50 merupakan 

ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 audited. 

Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp1.052.294.576,00 merupakan 

ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 audited. 

 

 31 Desember 2021 

(Rp) 

 31 Desember 2020 

(Rp) 

b. Surplus (Defisit) LO 4.985.895.248,50  5.980.439.971,90 

 

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama 

satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non 

operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2021 dan 2020,  sebagai berikut:  

 

Tabel 38 Surplus/Defisit LO 
Untuk tahun  yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 

                                  
   dalam rupiah 

No Uraian 2021 2020 

1 Pendapatan LO - - 

2 Beban 4.985.895.248,50 5.980.439.971,90 

3 
Surplus/Defisit Dari Operasional (1-
2) 

(4.985.895.248,50) (5.980.439.971,90) 

4 Surplus/Defisit Kegiatan Non 
Operasional 

- - 

5 Pos Luar Biasa - - 
6 Surplus/Defisit LO (3+4+5) (4.985.895.248,50) (5.980.439.971,90) 

 

Defisit sebesar Rp4.985.895.248,50 merupakan jumlah defisit dari Laporan 

Operasional. Terjadi defisit pada laporan operasional Inspektorat Daerah 

dikarenakan tidak adanya pendapatan (bukan merupakan SKPD penghasil) 

hanya mengeluarkan beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah dan 

beban penyusutan. 

 

 31 Desember 2021 

(Rp) 

 31 Desember 2020 

(Rp) 

c. RK-PPKD  4.910.645.815,00  5.670.056.234,40 

 

RK-PPKD merupakan rekening timbal balik (reciprocal account) antara SKPD 

dengan SKPKD, RK-PPKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.910.645.815,00.  
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 31 Desember 2020 

(Rp) 

 31 Desember 2020 

(Rp) 

d. Ekuitas Akhir  666.661.405,00  741.910.838,50 

 

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal 

ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan RK-PPKD, sebagai berikut. 

 
Tabel 39 Laporan Perubahan Ekuitas 

dalam rupiah 
No Keterangan  2021 2020 

1 Ekuitas Awal 741.910.838,50 1.052.294.576,00 

2 Surplus (defisit) LO (4.985.895.248,50) (5.980.439.971,90) 

3 RK-PPKD 4.910.645.815,00 5.670.056.234,40 

4 Ekuitas Akhir 666.661.405,00 741.910.838,50 
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1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 

LUMAJANG 

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Inspektorat Daerah. 

2. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana 

tampak pada gambar berikut ini. 

.Gambar 1 

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah  

Kabupaten Lumajang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Nama pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : 

1.  Inspektur Daerah   :  Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM 

2.  Sekretaris   :  DINUK ISWAHYUNINGSIH 

 2.1. Ka. Sub. Bag. Adm. Umum & Keuangan : ROFIAH, SH 

 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional 

  Perencana   : VIKO DARMA P, SKM, M.Kes 

  Analis Kebijakan   : JOKO SULISTYO, S Pi 

INSPEKTORAT 

PEMBANTU V 

INSPEKTORAT DAERAH 

SEKRETARIAT 

 

KELOMPOK JABFUNG 

1. PERENCANA 

2. ANALIS KEBIJAKAN 

SUB BAGIAN 

ADMINISTRASI 

UMUM DAN 

KEUANGAN 

INSPEKTORAT 

PEMBANTU I 
INSPEKTORAT 

PEMBANTU II 
INSPEKTORAT 

PEMBANTU III 

INSPEKTORAT 

PEMBANTU IV 

PPUPD 

AUDITOR 
PPUPD 

AUDITOR 

 

PPUPD 

AUDITOR 

 

PPUPD 

AUDITOR 

 

PPUPD 

AUDITOR 

 

VI. INFORMASI  NON  KEUANGAN 
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3.  Inspektur Pembantu I    :  Dra. NURUL UKHWAH 

4.  Inspektur Pembantu II    :  RISSA NURHIDAYAH, ST 

5.  Inspektur Pembantu III    : ERIK KURNIAWAN SAP, S.STP 

6.  Inspektur Pembantu IV    : - 

7.  Inspektur Pembantu V   :  AAN, S.Sos  

8.  Kelompok Jabatan Fungsional    :  

 8.1. Auditor   : DHEVY SUNIATUL M, SE 

ARLIS DWI ANGGREANI, SE 

WAWAN ANAS MAKHFUD 

TUTIK SAKARIA SADIKIN, SE 

DEDDY PRADIPTO, SE 

YOSI DIAN ENDAHWATI, SE 

NURINA AYUNINGTYAS, SE 

MARIA ULFA, SE 

RENDY INDRIANTO, SPn 

DWI SEPTI LESTARI, SE 

 8.2. P2UPD   : Drs. TYASMADI ENDRO W 

Drs. SUPRIYADI 

Ir. IBNU BHAKTI WIYONO 

ARIES PURBOYO, SST 

DITYATAMA, ST, SAB 

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang 

dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

3.1. Uraian Tugas 

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

1. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, 

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan 

pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di 
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lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Inspektur Daerah.  

1.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan 

rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 

verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. 

2.  Inspektorat Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan fungsional terhadap keuangan, kinerja, kepatuhan atas 

penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah, kecamatan dan 

pemerintahan desa dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan atas aspek kebijakan, kelembagaan, keuangan, 

kepegawaian, barang, urusan, serta aspek lain sesuai ketentuan. 

Inspektorat Pembantu V mempunyai fungsi khusus penanganan pengaduan 

masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian 

pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi 

serta pengoordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan 

fungsi pada sekretariat setidaknya terdiri dari jabatan fungsional perencana. 

Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pengawasan 

pada Inspektorat Daerah setidaknya terdiri dari PPUPD dan Auditor. Setiap 

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior atau dengan pertimbangan tertentu yang diangkat oleh Bupati 

dengan nama sub koordinator/sub substansi atau nama lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan. Sub koordinator/sub substansi atau nama 

lainnya melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator sesuai bidang 

dan keahliannya sesuai peraturan perundang-undangan. 

3.1. Pejabat Fungsional PPUPD menyelenggarakan tugas pengawasan 

sesuai dengan rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri. 

3.2. Pejabat Fungsional Auditor menyelenggarakan tugas pengawasan 

sesuai dengan rumpun jabatan akuntansi dan anggaran. 
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3.2. Fungsi 

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di 

atas, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan 

kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya;  

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati 

dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

1. Sekretariat, mempunyai fungsi: 

a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan pengadministrasian kerja sama; 

b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis 

dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja; 

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; 

e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam 

rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan/pelayanan 

Inspektorat Daerah; 

f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan, administrasi umum, 

evaluasi dan pelaporan; 

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan 

yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur Daerah; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah. 
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1.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Administrasi Umum 

dan Keuangan; 

b. Pelaksanakan administrasi kepegawaian; 

c. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat 

Daerah; 

d. Pelaksanaan urusan barang/perlengkapan; 

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

f. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas 

laporan pemeriksaan keuangan; 

g. Pelaksanaan perbendaharaan; 

h. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; 

i. Pembantu pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, 

administrasi umum, evaluasi dan pelaporan; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas dan progran kerja; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

2. Inspektorat Pembantu, mempunyai fungsi:   

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah; 

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana 

tugas dan fungsi perangkat daerah; 

c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan 

pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada 

wilayahnya; 

d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja 

perangkat daerah; 

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; 

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

g. Pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya termasuk kecamatan 

dan pemerintahan desa; 

h. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya; 
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i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

j. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pihak 

berwenang; 

k. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur 

Daerah; 

m.Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada 

Inspektur Daerah; 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah. 

 

3. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai fungsi : 

Persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian serta fungsi lainnya sesuai 

dengan keahlian/keterampilan yang ditetapkan oleh peraturan perudang-

undangan.  

 

4.  SUMBER DAYA MANUSIA 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah didukung 

oleh SDM sebanyak 40 (empat puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut: 

NO N A M A  NIP JABATAN PENDIDIKAN 

1 2 3 4 5 

1.  Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM 19640701 199003 1 011 Inspektur Daerah S-2 

2.  DINUK ISWAHYUNINGSIH 19670529 198809 2 001 Sekretaris D-3 

3.  Dra. NURUL UKHWAH 19660613 199403 2 004 Inspektur Pembantu I S-1 

4.  RISSA NURHIDAYAH, ST 19741118 199903 2 004 Inspektur Pembantu 

II 

S-1 

5.  ERIK KURNIAWAN SAP, S.STP 19650724 199302 1 003 Inspektur Pembantu 

III 

S-1 

6.  - - Inspektur Pembantu 

IV 

- 

7.  AAN, S.Sos 19730828 199303 1 003 Inspektur Pembantu 

V 

S-1 

8.  VIKO DARMA PERMANA, SKM, 

M.Kes 

19861118 201001 1 013 Perencana Muda S-2 

9.  ROFI’AH, SH 19640318 199302 2 001 Ka. Sub. Bag. Umum 

dan Keuangan 

S-1 

10.  JOKO SULISTYONO, S.Pi  19770304 201001 1 007 Analis Kebijakan 

Muda 

S-1 

11.  Drs. SUPRIYADI 19651024 199803 1 003 Pengawas 

Pemerintahan Madya 

S-1 

12.  Drs. TYASMADI ENDRO W 19640423 199403 1 006 Pengawas 

Pemerintahan Madya 

S-1 
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NO N A M A  NIP JABATAN PENDIDIKAN 

1 2 3 4 5 

13.  Ir. IBNU BHAKTI WIYONO 19630323 199803 1 004 Pengawas 

Pemerintahan Madya 

S-1 

14.  DITYATAMA, ST, SAB., MAk 19870425 200604 1 003 Pengawas 

Pemerintahan Madya 

S-2 

15.  ARIES PURBOYO, SST 19710412 199901 1 003 Pengawas 

Pemerintahan Muda 

S-1 

16.  DHEVY SUNIATUL M, SE 19850213 200903 2 005 Auditor Ahli Muda S-1 

17.  ARLIS DWI ANGGREANI, SE 19851118 200903 2 008 Auditor Ahli Muda S-1 

18.  TUTIK SAKARIA SADIKIN, SE 19700624 201001 2 004 Auditor Ahli Muda S-1 

19.  DEDDY PRADIPTO, SE 19831012 201101 1 009 Auditor Ahli Muda S-1 

20.  YOSI DIAN ENDAHWATI, SE 19850406 201101 2 021 Auditor Ahli Muda S-1 

21.  WAWAN ANAS MAKHFUD 19710128 1999403 1 003 Auditor Pelaksana 

Lanjutan 

S-1 

22.  DWI SEPTILESTARI, SE 19970917 201903 2 003 Pelaksana/Formasi 

Auditor Ahli Pertama 

S-1 

23.  MARIA ULFA, SE 19940817 201903 2 022 Pelaksana/Formasi 

Auditor Ahli Pertama 

S-1 

24.  NURINA AYUNINGTIYAS, SE 19900730 201903 2 012 Pelaksana/Formasi 

Auditor Ahli Pertama 

S-1 

25.  RENDY INDRIANTO, S.Pn 19940521 201903 1 011 Pelaksana/Formasi 

Auditor Ahli Pertama 

S-1 

26.  SITI NUR’AINI, ST, MT 19800701 200112 2 001 Analis Sistem 

Informasi 

S-2 

27.  EKKY WAHYU NUR FITRIANA, 

SSTP 

19980207 201908 2 001 Penyusun Data 

Anggaran dan 

Pelaporan 

S-1 

28.  NURITA 19750712 199703 1 002 Bendahara 

Pengeluaran 

SLTA 

29.  NOVI YUSUF WIDIANTI 19811102 200801 2 015 Pengadministrasi 

Program dan  

Perencanaan  

SLTA 

30.  FATKHUR ROKHIM 19831031 200901 1 003 Pengadministrasi 

Persuratan 

SLTA 

31.  FATRIYAS TUTIK 19800528 201001 2 004 Pengadministrasi 

Data Keuangan 

SLTA 

32.  SULIS ROHMAWATI 19790508 201406 2 002 Pengadministrasi 

Kepegawaian 

SLTA 

33.  TUNARI 19640414 200604 1 008 Pengadministrasi 

Persuratan 

SLTA 

34.  ERIK TRI KRISDIONO 19701221 200701 1 011 Pengadministrasi 

Persuratan 

SMP 

35.  ABDI HAQQI AN NAZILI, S. ST - Tenaga Kontrak 

(Analis Sistem 

Informasi) 

S-1 

36.  TRI MADA ABDILLAH, S.Kom - Tenaga Kontrak 

(Analis Sistem 

Informasi) 

S-1 
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NO N A M A  NIP JABATAN PENDIDIKAN 

1 2 3 4 5 

37.  DIAN SULUNG WIDIANTORO - Tenaga Kontrak 

(Pengemudi) 

SLTA 

38.  NUR AFIFAH - Tenaga Kontrak 

(Pengolah Data 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan) 

SLTA 

39.  SANDI IRAWAN - Tenaga Kontrak 

(Pengolah Data 

Temuan 

Pemeriksaan) 

SLTA 

40.  FAWWAS FATHIN DZULFIKAR - Tenaga Kontrak 

(Penjaga Kantor) 

SLTA 

41.  AMIN NURUDDIN - Tenaga Kontrak 

(Pramu Kebersihan) 

SLTA 

 

b. Ditinjau dari status kepegawaian 

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 33 orang 

- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : - orang 

- Tenaga Kontrak : 7 orang 

  JUMLAH   :    40        orang 

 

c. Ditinjau dari latar belakang pendidikan  

- Magister (S2) : 4 orang 

- Sarjana (S1) : 25 orang 

- Sarjana Muda/Diploma III (D3) : 1 orang 

- Sarjana Muda/Diploma II (D2) : - orang 

- Sarjana Muda/Diploma I (D1) : - orang 

- SLTA : 9 orang 

- SLTP : 1 orang 

- SD : - orang 

  JUMLAH  :      40        orang 

 

d. Ditinjau dari pangkat dan golongan 

- Pembina Utama Madya (IV/d) : - orang 

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang 

- Pembina Tingkat I (IV/b) : 5 orang 

- Pembina  (IV/a) : 3 orang 

- Penata Tingkat I (III/d) : 3 orang 

- Penata (III/c) : 6 orang 

- Penata Muda Tingkat I (III/b) : 1 orang 
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- Penata Muda (III/a) : 5 orang 

- Pengatur Tingkat I (II/d) : 3 orang 

- Pengatur (II/c) : 1 orang 

- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)  : 3 orang 

- Pengatur Muda (II/a) : - orang 

- Juru Tingkat I (I/d) : - orang 

- Juru (I/c) : - orang 

- Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang 

- Juru Muda (I/a) : - orang 

  JUMLAH  :      40        orang 

 

e. Ditinjau dari jenis jabatan 

1) Pejabat Stuktural    

 - Eselon II : 1 orang 

 - Eselon III : 5 orang 

 - Eselon IV : 3 orang 

     

2) Pejabat Fungsional Auditor    

 - Auditor Muda : 5 orang 

 - Auditor Pertama : 5 orang 

     

3) Pejabat Fungsional P2UPD    

 - Pengawas Pemerintahan Madya : 4 orang 

 - Pengawas Pemerintahan Muda : 1 orang 

 - Pengawas Pemerintahan Pertama : - orang 

     

4) Pelaksana : 9 orang 

5) Tenaga Kotrak : 7 orang 

  JUMLAH                     :      40         orang 
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Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan 

keuangan Inspektorat Daerah tahun angaran 2021 sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan Inspektorat Daerah tahun 2021 disusun untuk memenuhi 

beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan 

keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity). 

2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum 

tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan 

informasi tentang : 

a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan 

anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

b. Beban Operasional yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;  

c. Perubahan Kekayaan Bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dalam 

satu Periode Anggaran; 

d. Semua aset/ sumber daya ekonomis yang dikuasai  dan atau dimiliki oleh 

Inspektorat Daerah;  

e. Kewajiban-kewajiban Inspektorat Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan 

tanggal neraca;  

f. Kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah pada tanggal 

neraca. 

3. Laporan Keuangan pokok Inspektorat Daerah tahun 2021 terdiri dari: 

a. Laporan  Realisasi Anggaran (LRA), yang menginformasikan tentang 

perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD;  

b. Laporan Operasional (LO), yang menginformasikan tentang beban operasi yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan program kegiatan serta menginformasikan 

besarnya surplus atau defisit operasi serta perbandingan beban operasi yang 

dikeluarkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya;  

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menginformasikan tentang perubahan 

ekuitas yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam satu periode anggaran;  

d. Neraca, yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana 

Inspektorat Daerah pada tanggal 31 Desember 2021;  dan 

e. Catatan atas Laporan Keuangan, yang berisi tentang informasi atau penjelasan 

secara kualitatif atas keempat laporan keuangan terdahulu yaitu Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

dan Neraca. 
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4. Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh infomasi sebagai berikut:  

Dari anggaran belanja sebesar Rp5.037.629.342,00 terealisasi sebesar  

Rp4.910.645.815,00 atau 97,48% dari anggaran. 

5. Dari Laporan Operasional (LO) diperoleh infomasi sebagai berikut : 

a. Beban Operasional yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah tahun 2021 adalah 

sebesar Rp4.985.895.248,50 yang terdiri dari beban pegawai sebesar 

Rp3.814.702.398,00; beban barang dan jasa sebesar Rp973.721.143,00; serta 

beban penyusutan aset tetap dan amortisasi sebesar Rp197.471.707,50.  

b. Defisit LO adalah sebesar Rp4.985.895.248,50.   

6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) diperoleh infomasi sebagai berikut : 

Kekayaan  (Ekuitas) yang dimiliki Inspektorat Daerah akhir tahun 2021 mengalami 

penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ekuitas akhir tahun 2020 adalah 

sebesar Rp741.910.838,50 sedangkan di tahun 2021 adalah sebesar 

Rp666.661.405,00 hal ini disebabkan karena adanya defisit-LO sebesar 

Rp4.985.895.248,50. 

7. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut : 

a. ASET 

Total Aset Inspektorat Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp792.678.570,00 yang 

terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.196.320,00; Aset Tetap sebesar 

Rp435.740.100,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp349.742.150,00. 

b. KEWAJIBAN 

Total Kewajiban Inspektorat Daerah tahun 2021 adalah sebesar 

Rp126.017.165,00 yaitu berasal dari utang belanja bulan Desember 2021 yang 

tidak bisa dibayarkan di tahun 2021 tetapi dibayarkan ditahun 2022, yang terdiri 

dari utang belanja pegawai Rp125.739.005,00 dan utang belanja barang dan jasa 

Rp278.160,00. 

c. EKUITAS  

Total ekuitas dana atau kekayaan bersih Inspektorat Daerah pada tahun 2021 

sebesar Rp666.661.405,00 yang terdiri dari ekuitas awal sebesar 

Rp741.910.838,50; defisit LO sebesar Rp4.985.895.248,50 dan RK–PPKD 

sebesar Rp4.910.645.815,00. 

 

        Lumajang, 31 Desember 2021 

          INSPEKTUR DAERAH  

 
 
 

 
Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM 
NIP. 19640701 199003 1 011  
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